SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR <0 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
DAN PEDOMAN PELAKSANAANNYA DI KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: a. bahwa sehubungan adanya penambahan besaran alokasi dana
desa bagi setiap desa di Kabupaten Barito Selatan, perlu
mengubah Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2017 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa
dan Pedoman Pelaksanaannya di Kabupaten Barito Selatan
Tahun Anggaran 2017,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati Barito

Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito

Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Dana

_ Desa Untuk Setiap Desa dan Pedoman Pelaksanaannya
di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017,

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) _mcnjadi
Undang-Undang ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
i geuanga?\ Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomo 6'l‘ahun2014tentang0mumbamn
&mmmlnda:wa'l‘ahm 2014 Nog; 5’;. Tambahan
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan :
Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
: Indonesia Nomor 5717) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ; -

 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

] Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ; » |

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan

~ Kabupaten Barito Selatan Nomor 2) ;

turan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA UNTUK
SETIAP DESA DAN PEDOMAN  PELAKSANAANNYA
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal |

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penetapan

Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa dan Pedoman Pelaksanaannya

di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2017 ( Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

ditambah 1 (satu) huruf, yakm ayat
Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2} Pasal 15
(1) huruf d dan ayat (2) huruf d, sehingga

Pasal 15

dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

a, Tahap 1 (satu) scbesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD
Pencairannya dilakukan pada triwulan 1 yaitu bulan April sampai
dengan bulan Juni;

b. Tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total ADD
Pencairannya dilakukan pada triwnlan 11 yaitu bulan Juli sampai
dengan September;

¢. Tahap IIl (tiga) scbesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD

. ‘Pencairannya dilakukan pada triwulan TV yaitu bulan Oktober sampai

d. ADD Tambahan

(1) Pencairan ADD dilaksanakan

@ Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu :

‘a. Pencairan Tahap I (satu) melengkapi n : |
1. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun yang bersangkutan;
 Daftar ‘ Dana;
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D Tahap | sebagaimana dimaxstic
S s ADD Tahap 1

menunjukan telah dxgunakan
besar 50% (lima puluh persen);

2. Laporan Realisasi Pen
angka 1 (satu) diatas,
sekurang-kurangnya se

3. Daftar Rencana Penggunaan Dana; A

4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD;

5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;

6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan

7.

Fotocopy buku rekening desa;

¢. Pencairan Tahap I1 (tiga) melengkapi persymta.n:

1. Laporan Réaﬁaasi(PcnggunaanADDTahap 11 B

2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap Il aebagnxm:;) dnmabwl e
angka 1 (satu) diatas, menunjukan telahdiglmahn ‘Tahap Il
sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen);

‘3. Daftar Rencana Penggunaan Dana; —

‘4. Surat Pernyataan Tanggung JawabpenggtmaanADDa

5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa;
6. Fotocopy SK Pengangkatan Bendahara Desa; dan

Scanned by CamScanner



Pasal 11

Peraturan Bupati ini m ngga
ulai berlaku pada ta | dmnd
Agar %han aran

2 meneetahuinva. memerintahka O
Selatan. §an penempatannya dalam Berita Dacrah

4;’ dangkan fli Buntok.

2017

BKRET v:_\ S DAERAH
SATEN/GARITO SELATAN,
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